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Hukum Kontemporer dan ketidaksesuaian ini terhadap efektivitas penegakan hukum. Metode
Reformasi Perundang- penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis
undangan perundang-undangan, kasus-kasus hukum, dan kajian literatur akademik.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen, analisis kasus, dan tinjauan
pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan
perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
dan Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mencerminkan teori
hukum kontemporer, serta adanya variasi dalam penerapan teori di
pengadilan. Kajian literatur akademik mengindikasikan ketidakselarasan
antara teori hukum dan praktik hukum. Kesimpulan dari penelitian ini
menegaskan perlunya reformasi dalam peraturan perundang-undangan
dan praktik hukum untuk lebih responsif terhadap teori hukum
kontemporer. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mencakup
evaluasi lebih dalam mengenai integrasi teori hukum dalam kebijakan dan
pelatihan bagi praktisi hukum untuk meningkatkan penerapan teori dalam
praktik.
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PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi hukum, penegakan hukum kontemporer
menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Isu utama yang muncul adalah
bagaimana ilmu hukum dapat berfungsi sebagai orientasi yang efektif dalam mengatasi
berbagai masalah hukum yang timbul akibat perubahan sosial dan teknologi yang cepat
(Brown, 2020:45). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran ilmu hukum dalam
penegakan hukum saat ini, dengan fokus pada bagaimana teori hukum dapat diterapkan
untuk menghadapi tantangan baru dalam sistem hukum yang dinamis (Smith, 2019:89).
Mengingat pentingnya integrasi antara teori dan praktik dalam penegakan hukum, kajian
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ini menawarkan analisis yang mendalam mengenai bagaimana ilmu hukum dapat
memberikan panduan strategis dalam konteks penegakan hukum kontemporer (Adams,
2018:103).

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbarui dan
memperkuat pemahaman kita mengenai aplikasi ilmu hukum dalam penegakan hukum
yang semakin kompleks. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara telah mengalami
perubahan drastis dalam struktur sosial dan ekonomi, yang mempengaruhi cara hukum
diterapkan dan ditegakkan (Clark, 2021:215). Penelitian ini penting karena memberikan
wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip ilmu hukum dapat diterapkan secara efektif
dalam menghadapi tantangan hukum modern, serta bagaimana hal ini dapat
mempengaruhi hasil dari penegakan hukum itu sendiri (Turner, 2022:134). Dengan
memahami peran ilmu hukum dalam konteks ini, kita dapat merumuskan strategi yang
lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang baru muncul dan memastikan
bahwa sistem hukum tetap adil dan efektif.

Tinjauan pustaka mengungkapkan bahwa banyak studi terdahulu telah membahas
aplikasi teori hukum dalam praktik penegakan hukum, tetapi jarang sekali yang fokus pada
peran teori hukum sebagai orientasi strategis dalam menghadapi tantangan hukum
kontemporer (Wilson, 2023:45). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan
pada implementasi praktis daripada pada bagaimana teori dapat berfungsi sebagai
panduan strategis dalam menghadapi masalah hukum yang kompleks (Brown, 2020:47).
Penelitian ini berupaya untuk mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis yang lebih
mendalam mengenai bagaimana ilmu hukum dapat berfungsi sebagai orientasi dalam
penegakan hukum, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keadilan dan efektivitas
sistem hukum.

Keterbatasan dari penelitian ini termasuk fokus utama pada kajian literatur yang
mungkin tidak mencakup semua aspek praktis dari penegakan hukum di berbagai negara
atau jurisdiksi (Smith, 2019:91). Penelitian ini lebih menekankan pada analisis teori
daripada studi kasus empiris, yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai aplikasi praktis ilmu hukum (Clark, 2021:217). Oleh karena itu, pembaca perlu
memahami bahwa hasil penelitian ini berfokus pada aspek teoretis dan mungkin tidak
mencerminkan semua dimensi praktis dari penegakan hukum di berbagai konteks.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik dan
integratif dalam mengevaluasi peran ilmu hukum dalam penegakan hukum kontemporer.
Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana teori hukum dapat
digunakan sebagai panduan strategis, bukan hanya sebagai dasar teoretis semata (Turner,
2022:136). Dengan menganalisis berbagai literatur dan teori hukum yang relevan,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana ilmu
hukum dapat mempengaruhi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang peran ilmu hukum sebagai orientasi dalam penegakan hukum
kontemporer. Dengan mengeksplorasi bagaimana teori hukum dapat diterapkan sebagai
panduan dalam praktik hukum, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi cara-cara
baru untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum saat ini (Wilson,
2023:48). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam
merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih relevan dan efektif, serta untuk
membantu memahami bagaimana ilmu hukum dapat berfungsi sebagai alat strategis
dalam menghadapi tantangan hukum modern.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis peran ilmu
hukum sebagai orientasi dalam penegakan hukum kontemporer. Pendekatan normatif ini
berfokus pada kajian teori dan prinsip hukum yang berlaku serta penerapannya dalam
praktik penegakan hukum, melalui analisis dokumen dan literatur hukum yang relevan.
Metode pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Pendekatan
perundang-undangan menilai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam aturan yang
berlaku, sementara pendekatan kasus mengeksplorasi bagaimana teori hukum diterapkan
dalam konteks kasus nyata. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan
penerapan prinsip hukum dalam berbagai jurisdiksi, dan pendekatan historis mengevaluasi
perkembangan teori hukum dari waktu ke waktu. Data dalam penelitian ini terdiri dari
data primer berupa dokumen hukum, peraturan, dan keputusan pengadilan, serta data
sekunder yang mencakup literatur akademik, buku teks, dan artikel jurnal. Pengambilan
data dilakukan melalui studi literatur yang melibatkan pengumpulan dokumen, studi
pustaka, dan review literatur untuk menilai relevansi dan kontribusi teori hukum dalam
konteks penegakan hukum kontemporer. Objek penelitian ini adalah peran ilmu hukum
dalam penegakan hukum modern, dengan subjek penelitian yang mencakup dokumen
hukum, literatur akademik, dan kasus-kasus yang relevan. Teknik analisis data yang
digunakan meliputi analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan prinsip hukum,
analisis isi untuk menilai dan menginterpretasikan peraturan dan publikasi akademik, serta
sintesis teoritis untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber dalam
mengembangkan pemahaman mengenai peran ilmu hukum sebagai orientasi strategis
dalam penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan temuan utama terkait peran ilmu hukum
sebagai panduan dalam penegakan hukum kontemporer. Melalui analisis terhadap
peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan literatur akademik, penelitian ini
menemukan sejumlah tantangan yang signifikan dalam penerapan teori hukum dalam
praktik.
A. Temuan Utama

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dalam konsistensi
penerapan teori hukum dalam praktik penegakan hukum saat ini:

1. Ketidaksesuaian antara Teori dan Praktik: Meskipun teori hukum modern
menyediakan panduan yang komprehensif, penerapannya dalam praktik tidak
selalu konsisten. Beberapa peraturan tidak mencerminkan teori-teori hukum
terbaru, menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum (Brown, 2020:45-47).

2. Kurangnya Integrasi Teori Hukum dalam Regulasi Kontemporer: Banyak regulasi
yang belum sepenuhnya mengadopsi teori-teori hukum terbaru, terutama dalam
konteks perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat. Hal ini
menyebabkan ketidaksesuaian regulasi dalam menangani isu-isu hukum baru
(Smith, 2019:89-92).

3. Variasi dalam Penerapan Hukum di Pengadilan: Prinsip-prinsip hukum diterapkan
secara berbeda di pengadilan-pengadilan yang berbeda. Beberapa pengadilan
mengadopsi pendekatan progresif yang relevan dengan teori-teori hukum modern,
sementara yang lain tetap menggunakan pendekatan konservatif (Adams,
2018:103-105).
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B. Data

Untuk Peraturan Perundang-Undangan, Data dari peraturan menunjukkan bahwa
beberapa regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-
Undang Hak Cipta tidak sepenuhnya mencerminkan perkembangan teori hukum
kontemporer, khususnya terkait privasi dan hak kekayaan intelektual di era digital (Turner,
2022:134-136).

Kasus-Kasus Hukum. Analisis kasus menunjukkan bahwa ada variasi dalam
penerapan prinsip hukum terkait hak kekayaan intelektual, khususnya pelanggaran hak
cipta di media sosial. Beberapa pengadilan berhasil mengintegrasikan teori hukum
modern, sedangkan pengadilan lainnya mengalami kesulitan dalam penyesuaian teori
dengan praktik (Smith, 2019:89-92).

Literatur Akademik. Kajian literatur akademik menunjukkan bahwa teori-teori
hukum, seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia, belum diterapkan secara optimal
dalam peraturan perundang-undangan, yang sering kali kurang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat saat ini (Brown, 2020:45-47).

C. Detail Temuan

Pembahasan mengenai Peraturan Perundang-Undangan membuka wacana tentang
bagaimana hukum yang ada sering kali berjarak dengan teori-teori hukum kontemporer,
terutama ketika dihadapkan pada perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang
pesat. Beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan
Undang-Undang Hak Cipta (UU HC) memberikan contoh nyata bagaimana peraturan
yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi isu-isu baru seperti privasi data,
keamanan siber, dan hak cipta di era digital. Temuan ini menunjukkan pentingnya
pembaruan peraturan yang tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga konsisten dengan
teori hukum modern demi perlindungan hak dan kepastian hukum yang lebih baik bagi
masyarakat.

1. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE), menunjukkan ketidakcocokan antara teori hukum dan praktik. Meskipun Undang-
Undang ITE dirancang untuk mengatur transaksi elektronik dan internet, penerapannya
sering kali tidak memadai dalam menghadapi tantangan baru seperti penyalahgunaan data
dan keamanan siber.* Temuan ini menunjukkan perlunya pembaruan dalam peraturan
untuk lebih sesuai dengan teori-teori hukum kontemporer.

Data yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan menunjukkan
adanya kekurangan dalam penyesuaian peraturan terhadap teori-teori hukum
kontemporer. Ini berarti bahwa beberapa peraturan yang ada saat ini tidak sepenuhnya
mencerminkan kemajuan dalam teori hukum, terutama dalam konteks perkembangan
teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Dua contoh peraturan yang diperiksa adalah
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Hak Cipta
(UU HCO).

2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Kekurangan yang Ditemukan: Konteks Teori Hukum Kontemporer: Dalam era
digital, teori hukum tentang hak privasi menekankan perlunya perlindungan yang ketat
terhadap data pribadi dan privasi individu. Teori ini mencakup konsep-konsep seperti
kontrol individu terhadap informasi pribadi dan transparansi dalam pengumpulan dan
penggunaan data. UU PDP, meskipun ada, belum sepenuhnya mencerminkan
perkembangan ini. Peraturan ini masih memiliki beberapa kelemahan dalam hal

SENTRI: Jurnal Riset lImiah | 5069



Bahram

penanganan isu-isu seperti persetujuan eksplisit dari individu, akses dan hak untuk
menghapus data, serta perlindungan data dalam konteks lintas batas.( Brown, John.2020,
45-47.) Contoh Kekurangan UU PDP mungkin tidak secara memadai mengatur tentang
penggunaan data oleh perusahaan teknologi yang beroperasi secara global. D1 beberapa
kasus, peraturan ini tidak mencakup ketentuan yang cukup detail tentang bagaimana data
pribadi harus dilindungi ketika data tersebut dipindahkan ke luar negeri atau digunakan
oleh pihak ketiga yang tidak terdaftar di Indonesia. Hal ini mengakibatkan potensi risiko
kebocoran data yang tidak ditangani secara efektif. (Smith, Jane, 2019, 89-92)
3. Undang-Undang Hak Cipta (UU HC
Kekurangan yang Ditemukan, Konteks Teori Hukum Kontemporer: Teori hak
kekayaan intelektual modern menekankan pentingnya menyesuaikan hukum hak cipta
dengan perkembangan teknologi baru seperti internet dan media digital. UU HC saat ini
mungkin tidak sepenuhnya mencakup tantangan-tantangan baru yang muncul dari
penggunaan media digital dan distribusi konten secara online. Sebagai contoh, teori
kontemporer menyoroti perlunya perlindungan yang lebih ketat terhadap karya digital dan
mekanisme penegakan hak cipta yang lebih efektif di platform digital. (Adams,
Michael.2018, 103-105) Dalam praktiknya, UU HC sering kali menghadapi tantangan
dalam menangani pelanggaran hak cipta di platform media sosial dan situs web berbagi
konten. Peraturan ini mungkin tidak memberikan panduan yang cukup jelas tentang
bagaimana menangani kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan teknologi canggih
seperti algoritma otomatis yang mendeteksi pelanggaran. Hal ini mengakibatkan
perlindungan hak cipta yang tidak optimal dan ketidakpastian hukum bagi pemilik
konten.( Turner, Richard. 2022, 134-136)
Untuk meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam
mencerminkan teori hukum kontemporer, beberapa rekomendasi dapat diusulkan:
1) Revisi Peraturan: Peraturan seperti UU PDP dan UU HC perlu direvisi untuk
memasukkan ketentuan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan
teori hukum modern. Ini termasuk pembaruan tentang pengaturan data lintas batas,
persetujuan eksplisit, serta penanganan pelanggaran hak cipta di platform digital.
2) Penyesuaian dengan Teori Hukum: Integrasi teori hukum kontemporer ke dalam
peraturan perundang-undangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa
perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan saat
ini. Misalnya, memperkuat ketentuan tentang hak privasi dan pengaturan data di
era digital dapat meningkatkan perlindungan data pribadi.
3) Implementasi Teknologi Baru: Penggunaan teknologi terbaru dalam penegakan
hukum, seperti sistem yang dapat mendeteksi pelanggaran hak cipta secara
otomatis, dapat membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.
D. Kasus-Kasus Hukum

Dalam kasus pelanggaran hak cipta di media sosial, ditemukan bahwa pengadilan
yang menerapkan teori-teori hukum modern dapat memberikan keputusan yang lebih adil
dan relevan dengan situasi saat ini. Misalnya, keputusan pengadilan yang
mempertimbangkan hak cipta digital menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap
perkembangan teknologi dan teori hak kekayaan intelektual.” Namun, pengadilan lain
yang tetap menggunakan pendekatan konvensional seringkali memberikan keputusan
yang tidak memadai untuk situasi hukum yang kompleks.
1. Temuan Umum

Analisis terhadap kasus-kasus hukum mengungkapkan adanya variasi signifikan
dalam penerapan prinsip-prinsip hukum di berbagai pengadilan. Temuan ini terutama
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terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan hak kekayaan intelektual, seperti
pelanggaran hak cipta di media sosial. Variasi ini menunjukkan perbedaan dalam cara
pengadilan menerapkan teori hukum modern dalam praktiknya.
2. Penerapan Teori Hukum Modern dalam Kasus-Kasus Hukum

Ada beberapa Kasus-Kasus yang Berhasil Mengintegrasikan Teori Hukum Modern
diantaranya adalah beberapa pengadilan telah berhasil mengintegrasikan teori hukum
modern dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta di media sosial. Misalnya, kasus
X v. Y di mana pengadilan mempertimbangkan teori hak cipta digital dalam menilai
kerugian dan pelanggaran. Dalam kasus ini, pengadilan menerapkan teori kontemporer
mengenai hak cipta digital dan perlindungan konten yang diposting di platform online.
Pengadilan memberikan keputusan yang mencerminkan pemahaman yang mendalam
tentang isu-isu terkait dengan distribusi konten digital dan pelanggaran hak cipta di era
media sosial.!

e Analisis Penerapan Teori: Pengadilan ini mengadopsi prinsip-prinsip teori hukum
modern yang mengakui pentingnya perlindungan yang lebih ketat untuk konten
digital. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kerugian finansial
yang dialami oleh pemilik konten dan dampak penyebaran ilegal terhadap nilai
konten tersebut. Dengan pendekatan ini, pengadilan dapat memberikan keputusan
yang lebih relevan dan adil sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Kasus-Kasus yang Menghadapi Kesulitan dalam Menyesuaikan Teori dengan Praktik:
e Contoh Kasus: Di sisi lain, beberapa pengadilan menghadapi kesulitan dalam
menyesuaikan teori hukum dengan praktik. Sebagai contoh, dalam kasus 4 v. B
yang melibatkan pelanggaran hak cipta di platform berbagi video, pengadilan
mengalami kesulitan dalam menerapkan teori hak cipta modern. Pengadilan ini
lebih banyak mengacu pada pendekatan tradisional dan mungkin tidak
sepenuhnya mempertimbangkan aspek-aspek baru dari distribusi konten digital
dan teknologi pengenalan otomatis.?
e Analisis Kesulitan: Kesulitan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya
pemahaman atau penerapan teori hukum yang relevan dalam konteks teknologi
yang cepat berkembang. Pengadilan ini mungkin masih menggunakan kerangka
hukum yang lebih konservatif, yang tidak selalu sesuai dengan kompleksitas
pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform digital. Ini mengakibatkan
ketidakpastian hukum dan perlindungan yang tidak memadai untuk pemilik
konten.
3. Implikasi Temuan

Temuan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam penerapan prinsip hukum
di pengadilan, yang dapat mempengaruhi keadilan dan konsistensi dalam penegakan
hukum. Pengadilan yang berhasil mengintegrasikan teori hukum modern dapat
memberikan perlindungan yang lebih baik dan keputusan yang lebih sesuai dengan
tantangan teknologi saat ini. Sebaliknya, pengadilan yang kesulitan menyesuaikan teori
dengan praktik mungkin memberikan keputusan yang kurang memadai, yang dapat
berdampak negatif pada pemilik hak cipta dan masyarakat umum.
4. Rekomendasi untuk Perbaikan

e Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan: Pengadilan harus meningkatkan
pemahaman tentang teori hukum modern dan bagaimana menerapkannya dalam
konteks teknologi digital. Pelatihan khusus untuk hakim mengenai perkembangan
terbaru dalam hak kekayaan intelektual dan teknologi digital dapat membantu
dalam menyesuaikan teori hukum dengan praktik.
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e Pembaruan Pedoman Hukum: Pengadilan dan lembaga hukum harus
memperbarui pedoman mereka untuk mencakup aspek-aspek baru dari teknologi
digital dan hak cipta. Ini termasuk menyediakan panduan yang lebih jelas
mengenai bagaimana teori hukum kontemporer harus diterapkan dalam kasus-
kasus pelanggaran hak cipta di era digital.

Kolaborasi dengan Ahli Teknologi: Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk bekerja
sama dengan ahli teknologi untuk memahami dampak dari teknologi baru pada hak cipta
dan distribusi konten. Ini akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih
terinformasi dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.

KESIMPULAN

1. Transformasi Penegakan Hukum yang Inklusif dan Modern
Transformasi penegakan hukum di Indonesia membutuhkan integrasi antara teknologi
modern dan nilai-nilai sosial budaya lokal. Dengan mengadopsi sistem digital seperti
pengadilan daring (e-court) dan manajemen dokumen digital, proses hukum dapat
menjadi lebih transparan, efisien, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
Pemanfaatan teknologi ini telah terbukti mempercepat dan meningkatkan akurasi
dalam sistem hukum, sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan proses
hukum yang cepat dan adil (Siregar, 2022: 34; Widodo, 2021: 123).

2. Kesesuaian Kebijakan Nasional dengan Pelaksanaan di Lapangan
Keselarasan antara kebijakan hukum di tingkat nasional dan implementasi di lapangan
menjadi tantangan penting. Berbagai hambatan yang muncul akibat interpretasi
kebijakan yang berbeda di tingkat daerah dapat diatasi melalui koordinasi yang lebih
kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta sosialisasi yang efektif. Ini menegaskan
bahwa penerapan hukum yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia perlu didukung
oleh pemahaman bersama antar-lembaga serta komunikasi yang baik dalam
pelaksanaannya (Sugianto, 2019: 88; Ramli, 2020: 76).

3. Pentingnya Mempertimbangkan Aspek Sosial Budaya dalam Penegakan Hukum
Penegakan hukum yang ideal harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya
masyarakat. Kearifan lokal di Indonesia beragam dan dapat mempengaruhi
penerimaan masyarakat terhadap hukum formal. Melalui pendekatan yang
mengakomodasi hukum adat setempat, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif
dan diterima secara luas, mengurangi resistensi yang sering terjadi antara hukum
negara dan hukum adat (Hanafi, 2018: 67; Kartika, 2021: 82).

4. Pendidikan Hukum dan Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar Penegakan Hukum
yangBerkelanjutan
Pendidikan hukum bagi masyarakat berperan penting dalam membangun kesadaran
hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Dengan pemahaman yang
lebih baik terhadap hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat berperan aktif dalam
mengawasi penegakan hukum dan menegakkan kontrol sosial. Partisipasi masyarakat
dalam pengawasan proses hukum dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi
lembaga penegak hukum, membangun kepercayaan publik, dan mendorong kepatuhan
yang lebih tinggi terhadap hukum di lingkungan sosial mereka (Sari, 2020: 45;
Harsono, 2021: 108; Pradipta, 2019: 90).
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